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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja anggaran penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik. Kinerja 

anggaran merupakan kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengendalikan sumber 

daya yang dimilikinya. Sejak diterapkan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah pusat 

maupun daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan dengan baik. 

Meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik terhadap organisasi sektor publik 

seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga 

negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan 

mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi sehingga dapat 

memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektifitas pembangunan serta 

memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik. 

Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu menerapkan value for money sebagai tolok 

ukur kinerja keuangan pada organisasi sektor publik. Value for money adalah sebuah 

konsep penilaian kinerja organisasi sektor publik yang dimana tingkat keberhasilan suatu 

program kerja mengacu kepada tiga dimensi utama yaitu ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas. Penerapan value for money memberikan informasi terhadap anggaran yang 

dikeluarkan apakah memiliki sebuah nilai bagi masyarakat yang menerimanya 

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah 

perlu meningkatkan efektivitas pemerataan pembangunan dengan memperhatikan 

pelaksanaan Otonomi Daerah. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana dalam hal ini pemerintah pusat memberikan 

atau menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah yang ada di daerah-daerah untuk 
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mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa adanya campur tangan pemerintah 

pusat dalam menanganinya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang paling mengerti 

seluk-beluk potensi daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, 

kebutuhan dan masyarakatnya. Selain itu, memungkinkan pemerintah daerah untuk 

membuat terobosan yang efisien dan efektif bagi kemajuan daerah. Otonomi daerah 

memiliki asas-asas yang mendukung pelaksanaan wewenang pemerintahan yakni sebagai 

berikut: 

1. Asas Desentralisasi, merupakan wewenang pemerintahan yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pengurusan terhadap hal-

hal yang berhubungan dengan negara. 

2. Asas Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat 

terhadap wakil pemerintah atau instansi suatu wilayah daerah untuk dilakukan 

pengurusan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan negara. 

3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan), merupakan pelimpahan tugas dari lembaga 

atau pemerintah pusat yang kedudukannya lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang 

bersifat membantu untuk penyelenggaran sebuah program. 

Dalam penyelenggaraan asas otonomi daerah, diperlukan manajemen keuangan 

daerah yang menerapkan value for money untuk menjalankan aktivitasnya yang 

mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Hal ini 

berarti bahwa di dalam penggunaan anggaran setiap rupiah harus dihargai secara layak dan 

digunakan sebaik-baiknya dalam rangka pertanggungjawaban publik. Salah satu bentuk 

konkrit pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan asas-asas otonomi daerah 

yaitu diselenggarakannya program Dana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. 
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Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Restorasi Gambut (BRG) menyelenggarakan 

program tugas pembantuan restorasi gambut untuk dilaksanakan di masing-masing daerah 

yang menjadi lokasi target restorasi, diantaranya Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. 

Pembagian tugas kepada pemerintah provinsi telah diatur dalam dasar hukum negara 

yang mendukung program tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 

Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, 

Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan 

dan Gubernur Papua. Dengan diturunkannya peraturan tersebut, Gubernur Provinsi 

Sumatera Selatan menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera 

Selatan menjadi Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa 

Pengguna Anggaran pada program tersebut. 

Program tersebut di latar belakangi oleh kebakaran hutan dan lahan. Fenomena alam 

El Nino mengakibatkan musim kemarau yang panjang yang berdampak pada tanah gambut 

yang mengalami kekeringan dan sangat mudah terbakar. Maka dari itu, pemerintah 

menyelenggarakan program tersebut agar dapat mengembalikan fungsi ekosistem lahan 

gambut seperti sediakala. 

Program ini sendiri yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki sasaran yaitu terpulihkannya lahan gambut 

yang telah mengalami degradasi dengan target kinerja yaitu melaksanakan kegiatan 

restorasi gambut melalui 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) dengan target restorasi 

seluas 67.116 hektar. 
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Program tugas pembantuan restorasi gambut yang dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa kegiatan 

untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Berikut disajikan tabel jenis kegiatan, 

target kegiatan beserta realisasi kegiatan: 

Tabel 1. Realisasi Kegiatan pada Program Restorasi Gambut Di Dinas Lingkungan 

Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 

No Kegiatan Target Realisasi 

1 Rapat Rutin TRGD 1 laporan 1 laporan 

2 Koordinasi dan Konsolidasi restorasi gambut 1 laporan 1 laporan 

3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

restorasi gambut 

1 laporan 1 laporan 

4 Pengelolaan program dan pendukung kegiatan 1 layanan 1 layanan 

5 Penyusunan SID dan DED 7 KHG 0 KHG 

6 Pembangunan sumur bor 5 KHG 2 KHG 

360 unit 79 unit 

7 Pembangunan sekat kanal 5 KHG 5 KHG 

604 unit 544 unit 

8 Revegetasi gambut bekas terbakar 1 KHG 0 KHG 

43 ha 0 ha 

9 Feasibility study analisis pencaharian  

masyarakat desa gambut 

1 dokumen 1 dokumen 

10 Pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa 1 laporan 1 laporan 

11 Bantuan ekonomi produktif masyarakat desa gambut 5 KHG 5 KHG 

20 paket 20 paket 

12 Pelaksanaan kegiatan supervisi restorasi gambut di 

kawasan berizin 

1 laporan 1 laporan 

Sumber: Laporan pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan restorasi gambut di dinas 

lingkungan hidup dan pertanahan provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2018 

 

 

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa terdapat dua belas kegiatan yang menjadi indikator 

pada program dana tugas pembantuan restorasi gambut di Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Semua kegiatan tersebut perlu dijalankan dengan 

target yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan membahas value for money dari salah satu 

kegiatan dari program tugas pembantuan restorasi gambut, yaitu pembangunan sumur bor. 

Pembangunan sumur bor merupakan salah satu kegiatan utama pada program tugas 

pembantuan restorasi gambut di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi 
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Sumatera Selatan. Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi kelangkaan 

sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Fungsi sumur bor 

dalam upaya restorasi gambut adalah sumber air untuk pembasahan gambut khususnya 

pada musim kemarau. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan sumur bor juga 

dapat digunakan sebagai sumber air untuk pemadaman awal kebakaran. Pada 

penyelenggaraannya, untuk provinsi sumatera selatan sendiri memiliki target lokasi 

pembangunan sumur bor yang dikelompokkan dalam bentuk Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG) sebagai berikut: 

1. KHG Sungai Lalan – Sungai Merang (Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, 

Kabupaten Musi Banyuasin); 

2. KHG Sungai Saleh – Sungai Sugihan (Desa Kuro, Kecamatan Pampangan, Kabupaten 

Ogan Komering Ilir); 

3. KHG Sungai Sugihan – Sungai Lumpur (Desa Srijaya Baru, Desa Jadi Mulya, Desa 

Banyu Biru pada Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir); 

4. KHG Sungai Lalan - Sungai Sembilang (Desa Jaya Agung, Desa Bumi Agung, Desa 

Mandala Sari pada Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin); 

5. KHG Sungai Burnai – Sungai Sibumbung (Desa Pulau Betung, Kecamatan 

Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir). 

Berdasarkan pada tabel 1, Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi 

Sumatera Selatan tidak dapat mencapai target output pembangunan sumur bor seperti yang 

telah ditetapkan. Dengan target output pembangunan sumur bor yaitu sebanyak 360 unit di 

lima Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), hanya 79 unit sumur bor yang dapat dibangun 

di dua KHG yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan kegiatan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan, diperlukan sumber daya atau anggaran untuk mencapai 

tujuannya. Berikut disajikan data laporan realisasi anggaran pembangunan sumur bor: 
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Gambar 1. Realisasi Anggaran Pembangunan Sumur Bor Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018 

 
Sumber: Dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Pembangunan Sumur Bor Tugas 

Pembantuan Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 

Berdasarkan Gambar 1, diketahui anggaran pembangunan sumur bor pada program 

restorasi gambut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 adalah sebesar Rp.4.062.266.000. 

Namun, Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan hanya 

merealisasikan 20,37 persen dari anggaran yang ada dengan jumlah realisasi anggaran 

yaitu Rp.827.588.500. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 

2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana 

Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara Atau Lembaga, penyerapan anggaran dengan 

angka 20 persen termasuk ke dalam kategori sangat kurang. Selain penyerapan anggaran 

yang minim, hasil kegiatan juga tidak mencapai target yang diinginkan. 

Berdasarkan pada data-data diatas, ditemukan masalah yaitu penyerapan anggaran 

yang rendah dengan angka 20 persen. Hal tersebut menyebabkan hasil dan tujuan kegiatan 
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tidak tercapai. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 

menghasilkan 79 unit sumur bor dari target 360 unit sumur bor. Penyerapan anggaran 

dengan realisasi output yang rendah menyebabkan program pemerintah menjadi tersendat 

dan rencana pembangunan tidak maksimal. 

Penerapan value for money diharapkan agar terjadi kesesuaian penggunaan anggaran 

dan berhasil mencapai tujuan kegiatan yang memiliki nilai dan memperoleh manfaat yang 

dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul sebagai berikut: “Analisis 

Value for Money pada Pembangunan Sumur Bor di Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimana analisis value for money pada pembangunan sumur bor yang 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun Anggaran 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis 

value for money pada pembangunan sumur bor di Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin 

dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan literatur khususnya yang 

berkaitan dengan kegiatan pembangunan sumur bor yang dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. 

Secara akademik penelitian ini diharapkan menjadi bentuk sumbangsih untuk 

pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya di Universitas Sriwijaya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam tentang 

penggunaan prinsip value for money kegiatan serta penerapan disiplin ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah. 

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang utuh mengenai 

fenomena yang ada, sekaligus memberikan masukan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini instansi terkait maupun pemerintah untuk 

membenahi kegiatan pembangunan sumur bor yang dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 

2018
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